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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: PM 41 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan
pelayanan penerbangan serta sebagai pelaksanaan ketentuan
Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentanng Organisasi dan Tata Kerja Kanicr
Otoritas Bandar Udara;

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2099 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik iz:donesia Nomor 4956); :

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

b



4.  Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara  Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman  Organisasi  Unit Pelaksana  Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah  Non
Kementerian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Menetapkan

% KM OTB 2011.doc

Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor
B/3622/M.PAN-RB/11/2010 tanggal 25 November 2010;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA.
BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI
Pasal 1
(1) Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
(2) Kewenangan terkait ketentuan mengenai kedudukan dan
hubungan pertanggungjawaban Kantor Otoritas Bandar Udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya

dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

(3) Kantor Otoritas Bandar Udara dipimpin oleh seorang Kepala.
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Pasal 2

Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan
di bandar udara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Kantor Otoritas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
terhadap  keselamatan, keamanan, Kkelancaran, serta
kenyamanan penerbangan di bandar udara;

pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar
udara;

pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di
bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;

pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara
sesuai dengan rencana induk bandar udara;

pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah
Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);

pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar
udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat
udara dan navigasi penerbangan;

pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;

pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di
bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian
pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan
mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat
kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat
udara;

pemberian  sertifikat  kelaikudaraan  standar lanjutan
(continous airworthiness certificate) untuk pesawat udara
bukan kategori transport (non transport category) atau bukan
niaga (non commercial);



j. pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di
bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di
bandar udara; dan

k. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan
Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 4

Kantor Otoritas Bandar Udara diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga)
kelas terdiri atas:

a. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama;
b. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I; dan

c. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II.

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama
Pasal 5
Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara;
c. Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan;
d. Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat;
e. Kelompok Inspektur Penerbangan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar
Udara.
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Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja
dan program kegiatan serta pengelolaan data dan informasi;

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi,
pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);

c. pelaksanaan administrasi penerbitan izin pergerakan orang
dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (Security
Restricted Area / SRA) pada bandar udara yang diusahakan
dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar
Udara;

d. pelaksanaan urusan kepegawailan;

e. pelaksanaan urusan hukum. hubungan masyarakat. surat
menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi
publik, perlengkapan serta rumah tangga: dan

. pelaksanaan cvaluasi dan penyusunan laporan.
Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Pasal 9

(1) Subbagian Percncanaan dan Kcuangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis.
rencana kerja dan program kegiatan, pengelolaan data dan
informasi, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi,
pengeclolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), administrasi
penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di dacrah
keamanan terbatas (Security Restricted Area/SRA) serta
evaluasi dan pelaporan.
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(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan  urusan  kepegawaian, hukum, hubungan
masyarakat, sural menyurat, kearsipan dan dokumentasi,
pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga
serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan
pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan bandar udara,
pelayanan dan pengoperasian bandar udara, pengendalian dan
pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar
udara sesual dengan rencana induk bandar udara, penggunaan
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Dacrah
Lingkungan Kerja (DLKr), Daerah Lingkungan Kepentingan
Bandar Udara (DLKP), pelestarian lingkungan bandar udara,
fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan, pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional
pelayanan, dan pengoperasian bandar udara serta sertifikat
kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi
penerbangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

Bidang  Pelayanan  dan  Pengoperasian  Bandar  Udara

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian
fasilitas dan peralatan bandar udara;

b. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian fasilitas dan
peralatan navigasi pecnerbangan;

c. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan
tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara:

d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
rencana induk bandar udara;

e. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelestarian
lingkungan;

f. penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan
bandar udara; dan

g. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
Standar Opcrasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan
lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

6
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Pasal 12
Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara terdiri atas:
a.  Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara; dan
b.  Seksi Pengoperasian Bandar Udara.

Pasal 13

(1) Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas, peralatan dan
pelayanan bandar udara serta penyiapan bahan pengawasan
dan pengendalian peralatan dan fasilitas bandar udara serta
navigasi penerbangan, tarif jasa kebandarudaraan serta jasa
terkait bandar udara scrta pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional fasilitas.
peralatan dan pelayanan bandar udara dan navigasi
penerbangan.

(2) Seksi  Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan  rencana induk  bandar udara, pelestarian
lingkungan, sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar
udara dan navigasi penerbangan.

Pasal 14

Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan
kegiatan angkutan udara, serta penyiapan pengawasan kelaikudaraan
dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai
organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan
lisensi personel pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan
kegiatan angkutan udara dan pengopcrasian pesawat udara.
pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous
airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori
transport (non transport category) atau bukan niaga (non
commercial) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan
penerbangan internasional (Facilitation/FAL).
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Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan menyclenggarakan
fungsi:

a.

penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan
angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara;

penylapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa
angkutan udara dan penunjang angkutan udara;

penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan
penerbangan internasional (Facilitation/F AL);

penyiapan bahan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian
pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenal organisasi
perawatan pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) angkutan udara dan pesawat udara serta
sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian
pesawat udara, serta pelaksanaan standar kinerja operasional
pelayanan angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang
angkutan udara serta pengoperasian pesawat udara; dan

penyiapan bahan pemberian sertifikat kelaikudaraan standar
lanjutan (continous airworthiness certificate) untuk pesawat

udara bukan kategori transport (non transport category) atau
bukan niaga (non commercial).

Pasal 16

Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan terdiri atas:

a.

b.

(1)

Seksi Angkutan Udara; dan
Seksi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.
Pasal 17

Scksi Angkutan Udara mempunyai tugas mclakukan penyiapan
bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan
udara dan kegiatan wusaha penunjang angkutan udara,
penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa
angkutan udara dan penunjang angkutan udara, pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar Kinerja
operasional pelayanan kegiatan angkutan udara = serta
pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan
internasional (Facilitation/FAlL).
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(2) Seksi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
mempunyal tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan
kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan
ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara,
sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian
pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
(SOP), standar kinerja operasional pelayanan pengoperasian
pesawat udara serta pemberian sertifikat kelaikudaraan standar
lanjutan (continous airworthiness certificate) untuk pesawat
udara bukan kategori transport (non transport category) atau
bukan niaga (non commercial).

Pasal 18

Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pengaturan fasilitas dan peralatan
keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang
berbahaya dan pelayanan darurat, penyiapan pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan,
penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat,
sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan,
penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan
fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat;

b. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sertifikat kompetensi
dan lisensi personil, kemanan penerbangan dan penanganan
pengangkutan barang berbahaya serta pelayanan darurat;

c. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan
penanganan pengangkutan barang berbahaya;

d. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha
jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (Regulated
Agent);,
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c.

penyiapan bahan pelaksanaan pengujian, penilaian dan
pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang
dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (Security Restricted
Area / SRA) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi
tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara; dan

penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional keamanan

penerbangan dan pelayanan darurat.

Pasal 20

Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat terdiri atas:

a.

b.

(D)

()

Seksi Keamanan Penerbangan; dan
Seksi Pelayanan Darurat.
Pasal 21

Seksi Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan
fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, kegiatan usaha
jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (Regulated
Agent), penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan
penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan
standar kinerja operasional keamanan penerbangan, sertifikat
kompetensi dan lisensi personil, keamanan penerbangan,
penanganan pengangkutan barang berbahaya serta pengujian,
penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan
pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas
(Security Restricted Area / SRA) pada Bandar udara yang
diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas
Bandar Udara.

Seksi Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan
fasilitas dan peralatan pelayanan darurat, pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan standar kinerja operasional pelayanan pelayanan darurat,
sertifikat kompetensi dan lisensi personil, PKP-PK serta
salvage.

10
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Bagian Kedua
Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I

Pasal 22
Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara;
c. Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan:
d.  Kelompok Inspektur Pencrbangan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal
23. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja
dan program kegiatan serta pengelolaan data dan informasi;

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi,
pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);

c. pelaksanaan administrasi penerbitan izin pergerakan orang
dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (Security
Restricted Area / SRA) pada bandar udara yang diusahakan
dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar
Udara:

d. pelaksanaan urusan kepegawaian:
¢. pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, surat
menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi

publik, perlengkapan serta rumah tangga: dan

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

11
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Pasal 25
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 26

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis.
rencana kerja dan program kegiatan, pengelolaan data dan
informasi, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi,
pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), administrasi
penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah
keamanan terbatas (Security Restricted Area / SRA) scrta
evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan  urusan  kepegawaian, hukum, hubungan
masyarakat. sural menyurat, kearsipan dan dokumentasi.
pelayanan informasi publik. perlengkapan, rumah tangga
serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 27

Bidang Pclayanan dan Pengoperasian Bandar Udara mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan
pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan. bandar udara,
pelayanan dan pengoperasian bandar udara, penylapan
pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau
perairan bandar udara scsuai dengan rencana induk bandar udara.
penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
dan Dacrah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Dacrah @ingkungan
Kepentingan Bandar Udara (DI.LKP), pelestarian lingkungan bandar
udara, fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan, pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar Kkinerja
operasional pelayanan peralatan, fasilitas, pelayanan dan
pengoperasian  bandar udara dan navigasi penerbangan dan
pengoperasian bandar udara serta sertifikat kompetensi dan lisensi
personel bandar udara dan navigasi penerbangan.
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Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Bidang  Pelayanan dan  Pengoperasian  Bandar  Udara
menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian
fasilitas dan peralatan bandar udara;

b. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian fasilitas dan
peralatan navigasi penerbangan;

c. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan
tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara;

d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
rencana induk bandar udara;

e. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelestarian
lingkungan;

f. penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan
bandar udara; dan

g. penylapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan
lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Pasal 29
Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara terdiri atas:
a. Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara: dan
b.  Seksi Pengoperasian Bandar Udara.

Yasal 30

(1) Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas. peralatan dan
pelayanan bandar udara scrta penyiapan bahan pengawasan
dan pengendalian peralatan dan fasilitas bandar udara dan
navigasi penerbangan, tarif jasa kebandarudaraan serta jasa
terkait bandar udara serta pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional fasilitas,
peralatan dan pclayanan bandar udara dan navigasi
penerbangan.
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(2) Seksi Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan rencana induk bandar wudara, pelestarian
lingkungan, sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar
udara dan navigasi penerbangan.

Pasal 31

Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pengaturan fasilitas dan peralatan
keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang
berbahaya, pelayanan darurat, dan kegiatan angkutan udara,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan
udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang
berbahaya, pelayanan darurat, serta pengawasan kelaikudaraan dan
pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai
organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan
lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan
barang berbahaya dan pelayanan darurat, pengoperasian pesawat
udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar
kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan
pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan
angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian
sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous airworthiness
certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non
transport category) atau bukan niaga (non commercial) serta
pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan
internasional (Facilitation/FAL).

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan
angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara;

b. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa
angkutan udara dan penunjang angkutan udara;

c. penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan
penerbangan internasional (Facilitation/FAL);

d. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan

fasilitas keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan
barang berbahaya dan pelayanan darurat;
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e. penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha

jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (Regulated
Agent);

penyiapan bahan pelaksanaan pengujian, penilaian dan
pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang
dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (Security Restricted
Area / SRA) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi
tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara;

. penyiapan bahan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian

pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi
perawatan pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) angkutan udara, pesawat udara, pelayanan
keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang
berbahaya dan pelayanan darurat, serta sertifikat kompetensi dan
lisensi personel pengoperasian pesawat udara, keamanan
penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan
pelayanan darurat, serta pelaksanaan standar kinerja operasional
pelayanan keamanan penerbangan dan pelayanan darurat,
angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara
serta pengoperasian pesawat udara; dan

. penyiapan bahan pemberian sertifikat kelaikudaraan standar

lanjutan (continous airworthiness certificate) untuk pesawat
udara bukan kategori transport (non fransport category) atau
bukan niaga (non commercial).

Pasal 33

Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan terdiri atas:

a. Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat; dan

b. Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian

Pesawat Udara.

Pasal 34

(1) Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan,
pengendalian dan pengawasan fasilitas dan peralatan
keamanan penerbangan serta pelayanan darurat, kegiatan usaha
jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (Regulated
Agent), penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan
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penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan
standar kinerja operasional keamanan penerbangan, pelayanan
darurat, sertifikat kompetensi dan lisensi personil keamanan
penerbangan, PKP-PK dan salvage serta pengujian, penilaian
dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan
orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (Security
Restricted Area / SRA) pada Bandar udara yang diusahakan
dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian
Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan
udara, serta penyiapan pengawasan kelaikudaraan dan
pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai
organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan
lisensi personel pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja
operasional pelayanan kegiatan angkutan udara dan
pengoperasian  pesawat udara, pemberian  sertifikat
kelaikudaraan standar lanjutan (continous airworthiness
certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non
transport category) atau bukan niaga (non commercial) serta
pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan
internasional (Facilitation/FAL).

Bagian Ketiga
Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 11

Pasal 35

Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II terdiri atas:

a.

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara;
Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan;
Kelompok Inspektur Penerbangan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 36

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program
kegiatan, melakukan pengelolaan data dan informasi, urusan
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN), kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, surat
menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik,
perlengkapan, rumah tangga, administrasi penerbitan izin
pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas
(Security Restricted Area /| SRA) serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 37

Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas, peralatan
dan pengoperasian bandar udara serta penyiapan bahan
pengawasan dan pengendalian peralatan, fasilitas dan
pengoperasian  bandar udara dan navigasi penerbangan,
pelaksanaan rencana induk bandar udara, pelestarian lingkungan,
tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara,
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar
kinerja operasional fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara
dan navigasi penerbangan, sertifikat kompetensi dan lisensi
personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Pasal 38

Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas dan peralatan
keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang
berbahaya, pelayanan darurat, dan kegiatan angkutan udara,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara,
keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang
berbahaya, pelayanan darurat serta pengawasan kelaikudaraan dan
pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai
organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan
lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan
barang berbahaya dan pelayanan darurat, pengoperasian pesawat
udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar
kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan
pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan
angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian
sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous airworthiness
certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non
transport calegory) atau bukan niaga (non commercial) serta
pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan
internastonal (Facilitation/FAL).
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BAB 11
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 39

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Kelompok jabatan fungsional scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi,
dalam kelompok jabatan fungsional scsuai dengan bidang
tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar
Udara.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB1V
KELOMPOK INSPEKTUR PENERBANGAN
Pasal 41

(1) Kelompok inspektur penerbangan mempunyal  tugas
melakukan audit, inspeksi, pengamatan (surveillance),
pemantauan (monitoring). survei dan  pengujian  (fest)
angkutan udara, bandar udara, navigasi pencrbangan,
kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara.  serta
keamanan pencrbangan.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

4

(3)

Kelompok inspektur penerbangan terdiri atas sejumlah tenaga
Inspektur Penerbangan yang terbagi dalam kelompok
Inspektur Penerbangan bidang angkutan udara, bandar udara,
navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian
pesawat udara, serta keamanan penerbangan.

Kelompok Inspecktur Penerbangan  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikoordinasikan oleh scorang Koordinator yang
ditunjuk oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Jumlah Inspektur Pencrbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
WILAYAH KERJA
Pasal 42

Pada Kantor Otoritas Bandar Udara dapat dibentuk wilayah
kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan
beban kerja.

Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan
satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara dipimpin olch
scorang Koordinator yang ditetapkan oleh Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara.

Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan
tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala
Kantor Otoritas Bandar Udara.

Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri.
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara,
Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi,
wilayah kerja, kelompok jabatan fungsional dan kelompok Inspektur
Penerbangan di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara sesuai
dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang dipeflukan ‘sesual dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 45

Qetian nimninan catuan aroanisasi di inoknnean Kantor ( NOTILAS
mengkoor PRSIk a¥ Bawahannyd masing masing " adr' midmo KRR

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

rasal 4/

Setiap laporan yang diterima olch pimpinan satuan organisasi dari
bawahan wajib diolah dan dipergunakan scbagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut. dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

Pasal 48
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan

wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang sccara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
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Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi
dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam
rangka bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib
mengadakan rapat berkala.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, prosedur dan petunjuk
pelaksanaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan

Udara.

BAB VII
ESELON
Pasal 51

(1) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama merupakan
Jabatan struktural eselon Il.a.

(2) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas [ mcrupakan
jabatan struktural eselon ILb.

(3) Kecpala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I1. Kepala Bagian
dan Kepala Bidang pada Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas
Utama, merupakan jabatan struktural eselon I1l.a.

(4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Otoritas
Bandar Udara Kelas I merupakan jabatan struktural cselon
[1L.b.

(5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Otoritas
Bandar Udara Kelas Utama dan Kantor Otoritas Bandar Udara
Kclas II merupakan jabatan struktural eselon 1V.a.

(6) Kepala Subbagian dan Kepala Scksi pada Kantor Otoritas

Bandar Udara Kelas [ merupakan jabatan struktural esclon
IV.b.



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB VIII
LLOKASI
Pasal 52

Kantor Otoritas Bandar Udara sejumlah 10 (sepuluh) lokasi,
yang terdiri atas, Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama
sebanyak 1 (satu) lokasi. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas |
sebanyak 4 (empat) lokasi, dan Kantor Otoritas Bandar Udara
Kelas II sebanyak 5 (lima) lokasi.

Nama, lokasi dan Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
[Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB IX
Pasal 53

Kepala Kantor Administrator Bandar Udara dan pcjabat lain di
lingkungan Kantor Administrator Bandar Udara tetap
meclaksanakan  tugas  dan  fungsinya sampai  dengan
ditetapkannya pejabat di lingkungan Kantor Otoritas Bandar
Udara berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara harus menyampaikan
usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis
kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil
kerja jabatan dan peta jabatan kecpada Menteri Perhubungan
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan
paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 54

Tugas dan fungsi pemberian sertifikat kelaikudaraan standar
lanjutan (Continous Airworthiness Certificate) untuk pesawat udara
bukan kategori transport (Non Transport Category) atau bukan
niaga (Non Commercial) masih dapat dilaksanakan oleh Dircktorat
Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara dan sclanjutnya
dilimpahkan sepenuhnya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara,
paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 79 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Administrator Bandar Udara dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 56
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

Nk b=

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Menteri Keuangan;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan para Kepala
Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal,
Kementerian Perhubungan.

Salinan s iden slinya
Kepa A an KSLN
P
&,
X
PeypRina“titama Muda (IV/c)
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 79 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Administrator Bandar Udara dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 56
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Menteri Keuangan;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan para Kepala

Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

8. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal,
Kementerian Perhubungan.

Nk W=

KM OTB 2611 ro hukum.doc 23



WILAYAH KERJA

NO. NAMA UPT KELAS | LOKASI KANTOR
PROPINSI NAMA BANDARA LOKASI

Piramid Piramid
Pitriver Pitriver
Poga Poga
Pogapa Pogapa
Prongkoli Prongkoli
Pul Damat Pul Damat
Ransiki Ransiki
Ros Bori Ros Bori
Sape Sape
Sela Sela
Senggeh Senggeh
Senggo Senggo
Sentani Jayapura
Seradala Seradala
Serui Serui
Siewa Siewa
Sikari Sikari
Silimo Silimo
Sinak Baru Puncak Jaya(Sinak Baru)
Siriwo Siriwo
Siru Siru
Soba Soba
Somanente Somanente
Sudjarwo Tjondronegoro Serui
Sukubatom Sukubatom
Sumo Sumo
Sumtamon Sumtamon
Suswa Suswa
Synopi Synopi
Taiyeve Taiyeve
Takar Takar
Tanah Merah Tanah Merah
Tangma Tangma
Tayayi Tayayi
Tigi Tigi
Timepa Timepa
Tinggi Nambut Tinggi Nambut
Tiom Tiom
Turimo Turimo
Ubrub Ubrub
Ures Ures
Waff Walff
Wamena Wamena
Waghete Waghete
Waris Waris
Wakde Wakde
Walerek Walerek
Walma Walma
Wamariri Wamariri
Wogi Wogi
Wolo Wolo
Wunim Wunim
Yuruf Yuruf
Yaniruma Yaniruma
‘Yaosaker Yaosaker
Yapil Yapil\
Yigi Yigi
Yogosem Yogosem

Bandar udara lain di wilayah X vang ditetapkan setelah Peraturan Menteri ini

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI




LAMPIRAN PERATURAN Xll-).\"l;l-ZRl PERHUBUNGAN
NOMOR : PM 41 TAHUN 2011
TANGGAL : 31 MARET 2011

WILAYAH KERJ.
~o.| NAMAUPT | KELAS|LOKASIKANTOR ILAYAI KERJA

PROPINSI NAMA BANDARA LOKASI
1 |wiLAyan i Utama |Soekarno Hatta - Jakarta Halim Perdanakusuma Jakarta
Banten Wiladatika : (f]bl_qbv\;_rr '7
Pondok Cabe Pondok Cabe )
Pulau Panjang, Kepulauan

Pulau Panjang .
e Seribu

Banten Sockarno-Tlatta JCengkareng

JPandeglang

Budiarto ) Curug

Jabar Husein Sastrancgara Bandung
Cakrabuwana (Penggung) Circbon .
Sulaiman Margahayu
[Majalengka o Majalengka
Pangandaran e Nusawiru

Pclabuhan Ratu Pelabuhan Ratw

Lampung RadinIntenll —— Tanjung Karang.
npung.
Gunung Batin

Gunung Madu Plantation

Taman Behmbing - Plamimg
Way Kambas Way Jepara
Kalimantan Barat Supadio. . ) . Pontianak
Rahadi Ocsman Ketapang
Pangsuma ~__|Putusibau
Nangapinoh ____ |Nangapinoh
susito . . {Smtang
Singkawang, 11 . _Isingkawang
Strang . . Sirang . .
Sungal Dampak o Sungai Dampak
Sungai Kunyit. ~ |sungal Kunvit
Sungai Tontang ... .JSungal lontang
Sw o fsw :

Sambas
... JTanjung Beringin
| lanjung Lokang

Paloh

Tanjung Beringin

CanungMaju T lanngMaw
Tanjung Runba Tanjung Rimba

Bandar udara lain di wilayah I vang ditctapkan setefah Peraturan Menteri ini

2. |WILAYAH T I Polonia - Medan Nanggroc Acch .. INagran Rava

Darussalam e fSinabang
Lhokscumawe
Kutacane SR LY :
Bireun <. .Bireun .
Malikut sateh Acch L o
Lhoksukon ~_ILhoksukon
Blangkejeren ) 3. B
Singkil Lac Butar

Sumatera Utara Polonia . _[Medan R

Binaka Gunung Sitolt

Stbisa ofPrapat
Mandailing Natal Mandailing Natal
Pinangson © ' Lumban Tobing fSibolga
Ack Godang - [Padang Sidempuan
siborong-borong
pulau Batu

Silangut
fasondre

Kota Pinang

Pematang Siantar B
Teluk Dalam e Nias

Rantau Prapat ) “TAck Nabara




WILAYAH KERJA

Denpasar

NO. NAMA UPT KELAS | LOKASI KANTOR
PROPINSI NAMA BANDARA LOKASI
Riau Sutan Syant Kasim 11 |Pckanbaru
Bengkalis fBei Pakmng
Tempuling, - indragio Thiw
Ranai ANatuna -
fLibo S
Pelalawan Pelalawan
Rama Kiri RamaKin ..
Sam - Sam Sam - Sam
Sungal Rokan ~|Sungai Rokan
dapura oo [Rengat ;
Pinang Kampai Dumai - e
Pasir Pangaraian Pasir Pangaraian
Kepulauan Riau Hang Nadim Batam
Ranal Natuna .
‘Tanjung Balai Karimun
RIf.Fisabililah (Kijang) ATanjung Pinang
Dabo Singkep
Bandar udara lain di wilayah 1l vang ditetapkan setelah Peraturan Menteri im
3. [WILAYAH 1N 1 Juanda - Surabaya (Jawa Tengah Ahmad Yani  |Semarang }
Adi Sumarmo YSelo
Dewadaru o |Kanimun Jawa
Ngloram - cpu
Tunggul Wulung Cilacap
DIy AdiSucipto e Yogyakanta
Gading Gunung Kidul
Jawa Timur .luan(}ar . . Surqhaya . .
Abdurrahman Salch Malany
Rogojampr . Bhimbingsar |Banyuwangi
| [runojoyo : Sumenep
Pagerungan _ fP.Pagerungan Besar
Kangean . SN 1T RS
Jember Jember .
Pulau Bawean o |Gresik
Kalimantan Sclatan Svamsudin Noor Banjarmasin .
Stagen (Gustt Sjamsir Alam)  [Kotabaru
Tanjung Warukin [Tanjung Warukin
| Teluk Ke ng oo
Kab. Tanah Bumbu
Sebuku T Sekapung T
Bandar udara lain di wilavah 1] vang ditetapkan sctelah Peraturan Menten i
4. |WILAYAH IV 1 Ngurah Rai - Bali Ngurah Rai Denpasar

Nusa Tenggara Barat

Sulian M_Salahuddin__

Sumbawa Besar

Lunyuk Sumbawa
Nusa Tenggara Timur - [Minia |Sabu 3
!ohan |Rupang }
Maskolen Maskolen
Halvwen JAambua
Frans Seda (Wai Ou) Maumere
LUimbu Mchang Kunda(Mau Had Waimgapu
Komodo Labuhan Bajo :
Inde
Ruteng .
| Warkahubak
fAtambua

id (lonslg;nﬁa‘(’l d\umk) )

[Tardamu

Wonopito_

MBAI

Bandar udara lain di wilayah 1V vang ditetapkan setelah Peraturan Menten ini




WILAYAH KERJA

NO. NAMA UPT KELAS | LOKASI KANTOR
PROPINSI NAMA BANDARA LOKASI
5 |[WILAYAHV 1 Hasanuddin - Sultawesi Selatan Sultan tlasannudin _|Makassar
Makassar Malili o Malih 7
Soroako Soroako i
Pongtiku ... Fana Toraja
Andt . _|Masamba
a_ - -
Bone . ... {Bene
[Tampa Padang . [Mamuu
Bua/ Lagaligo L fluww/ Bua B
Rampi Rampi
Sufawesi Tenggara 1laluolco (Wolter Monginsidi) [Kendari R
Kolaka ) Pomala -
Matohara ~  __ _ _ |Wakatobi
Masamba Andi-Jemma o
Beto Amban ... |Bau-bau e
Muna ] Sugimanure T i
Pomala Kolaka
Toma Maranggo
Ponggaluku Ponggaluku
Sulawesi Barat Tampa Padang Mamuju
Sulawesi Tengah Muatiara ~4Palu
Syukuran Aminuddin Amir _ Fluwuk
Pogogul. qBuol
Marowals Morowali
Tojo Una-una JTojo Una-una .
Sultan Bantilan (lalos) Toh-tolt .
Kasiguncu _|Poso )
Bahoma Tewe |Bahoma Tewe
Taliabu Bobong Tahabu/Bobong
3ada Bada
Besoa e |Besoa :
- KZ\I“C\\:L‘IH o ) o
Bandar udara lain di wilayah V vang ditetapkan sctelah Peraturan Menteri ini
6 WILAYAH VI 1l Minangkabau - Sumatera Barat Minangkabau =~ |Padang
Padang Rokot . I
Tabing . _|Padang
Gadud

Bukit Sembilan
Tatang

_|Bukit tingg

SRS

Sa

ah Lunto Syunjung
Solok Sclatan

Jambi Sultan Thaha o Mamb
Depati Pacbo .. |Kerinel ;
Muara Bungo Mayang .| Pasir
| Rimbo
Sumgal Kunyit sunga Kunvit
Muara Bungo Muara Bungo
Bengkulu Fatmawati Sockarno Bengkulu
Muko - muko _{Muko - Muko_
[:nopano L:ngeano
Sumatera Sclatan Sm Badaruddin I Palembang
Gatot Subroto _|Bate Raja
Pendopo _|Pendopo
Serdang _{Glumbang
Tanjung I'num _{Bangko

Pagar Alam

Silampari

Rimbo Bujang

|Pagar Alam

Rimbo Bujang
Lubuk Lingpau

Tanjung I:nim

Bangka Belitung

Depati Amir

Pangkal Pinang

Tanjung Pandan

Bandar udara lain di wilavah VI vang ditetapkan sctelah Peraturan Menteri ini




NO.

NAMA UPT

KELAS

LOKASI KANTOR

WILAYAH KERJA

PROPINSI

NAMA BANDARA

LOKASI

WILAYAH VII

Sepinggan -
Balikpapan

Kalimantan Timur

Sepinggan

Balikpapan

Paser

Masalembo
Bonmtang ..
Teluk Kepayang
Warukin

1 lung
Apa Upimng

Bengkal

132) .
Bunyu

Baw Putih tah Savam

Tanah Grogot

{Bontang

Teluk Kepavang

Alamung

Samarinda
Apa Uping

|Batu Ampar_ma Bengkal

Batu Putihvtali Sayam

_|Bavankara

Bunyu

Datah Bilang

[Datah Bilan};. -
Datah Dian

Datah Dian

Kurid Kurid

Lembudud Lembudud

Long Apari Long Apan o
L.ong Aran Long Aran

long banal

long Pala
l.ong Rungan
lLong S

Ongko Asa
Sangkimah
Sangkulirang/Walu
11 Bara

T1 Santan
Bontang
Berian Baru

V lvongRung:in N

_|Long Sulch.
{Muara Ba

| Muara wahau
Ongko Asa

|Bontang

CoAlengbanal
LflongBia

Long Segar

Muara Bengkal

Sangatta
Sangkuhirang Walu
L), Bara,
T Santan

Berian Baru

Binuang LBumuang
Gemar Baru _|Gemar Baru e
Kaburau o Kaburau .
Long Alango Long Alango .

NianBary
Pa'upan

'N’ira_;x l}@rr'u

Long Pujungan

_|Long Seibarang
flong Umung

Paupan

Patra R jPaua .
Pulau Sapt _ {PulauSapt

Sungai Barany, Sungai Barang ]
Tabang Tabang i

‘Kampunyg Baru | Kampung Baru

Juwata Jlarakan

Kota Bangun Kota Bangun

Nunukan _ _|Nunukan o
Kalimarau . fTanjung Redep
Yuvai Semaring ong Bawang
Tanjung Harapan Tanjung Selor
Long Apung _|l.ong Apung

Datah Dawat |wal) .
Melak Melak

Seluwing T M'avliinitglm B i

[Kota Bangun : Kota Bangun .
Long [.cbusan Long Le .
Long Lees Long Lees . -

Long Nawang

Waln

Mahak Baru
Mara

Tanah (‘;ro‘g’;_oi” B

C|Mahakara

rbutih

Twaik




WILAYAH KERJA

NO. NAMA UPT KELAS | LOKASI KANTOR
PROPINSI NAMA BANDARA LOKASI
Kalimantan Tengah TilikRiwat .
Muara Teweh
Murung Raya
Puruk Cahu fDirung
Iskandar .. |Pangkalan Bun
_|Sampit
Bunok -
Kuala Pembuang, ] ' Waringin Timur
[Tumbang Samba {lumbang Samba
Kuala Kurun Kuala Kurun
Bandar udara lain di wilayah VII yang ditetapkan setelah Peraturan Menteri int
8. |[WILAYAHI VHI 11 Sam Ratulangi - Sulawesi Utara Tanah Mobagu™ Mopait
Manado amratulangl Manado

(Miangas o Kep Miangas
Naha Tahuna B
Melongguane Sangir Talaud
Gorontalo Pahuwata Gorontalo .
Djalaluddin Gorontalo
Maluku Saumlaki Maluku Tenggara

Patimura
Namniwel

Ambon

RAR Guama
Buru-bury

Dumatubun
Amahai

g fual e
_JPutau Seram

__|Dabo Pulay Ar

Pulau Buru

Malukuy Tenguara Barat

Namlea {Bulau Buru

Namrole Pulav Buru

Ohln |Saumlaki

Dobo L Kepulauan Aru
Bandaneira Keputauan Banda.
Wahai i Pulau Seram

John Becker

Larat ulad Yamdena
Amahar o Wapa
Nangasuri Benjina :

P Seram

Gebe

Titai m aﬁéra{ )

Mangole

Waimiha “Iwaimiha
Maluku Utara Kuabang, : Kao

b(“)cs'm-g-n Sad}K
| Tepelo
Buli

Temate

B T
_.|Pulau Mangole
fGalela_

Fmalamo

frabuba
Nlalmahera Tengah
Maba
Sanana

Bandar udara lain di wilayah VIl vang ditetapkan setelah Peraturan Menten ini




WILAYAH KERJA

NO. NAMA UPT KELAS | LOKASI KANTOR
PROPINSI NAMA BANDARA LOKASI
9. [WILAYAH IX 11 Rendani - Papua Frans Kasiepo IBiak
Manokwari Nabire Nabire

Irian Jaya / Papua Barat

Abovaga.

Amaroc Meer

Ango

Avawas)
Babo.
Bintunt
Bua

Domine Eduard Osok (DEO)
|Puncak Jaya
rruata

JGusimawa

Fawr,

_|Nabire

Amaroc Meer

Angpl

JAyawasi

Waso L.
Manokwari (Bintuni)
Kab Raja Ampat

Sorong Baray

|Kcbar

Muyambo
Mokwan
Pautor
Rendani
Segun
Sugapa__
Sumachai
Teminabuan
Testega
Tomor
Torea
Utarom
Wasa
Wasior
Werur

Mokwan_

Sumachat .
Sorong (Teminabuan)
Testega

Kab. Asmat
1ak-tak

Kaimana,

Raja Ampat

Teluk w£)|71Qﬂ_Q§,: . .'

Werur

_|Kab. Boven Digoel
. |Manokwari
sorong

- Merdet
3 Sorong (Inanwatan)

o Iray e
e Sorong .
R Kambuava (Ayawaru)

e - Karas SR [ -

—..|Manokwar (Bintuni)
_|Mesina_
AMevambo

Bandar udara lain di wilayah X vang ditctapkan setelah Peraturan Menteri ini




WILAYAH KERJA

NO. NAMA UPT KELAS | LOKASI KANTOR
PROPINSI NAMA BANDARA LOKASI
10. |WILAYAH X Il Mopah - Merauke |Irian Java/Papua Aboge JAboge

l}_oqunqi‘lu!mr__t‘ o
Bomakia

Borme

Wamena
Bomakia

_|Borme

wga Akimuga
Alama _jAlama .
Amazu LA
Ambisibil ; CJAmbisibil
Amgotro Amgotro
Angguruk |Angguruk
Apalapsils _|Apalapsili -
Armopa Bunggo . |Armopa Bunggo
Arso . Wwaja
Asmat TWer
Aurima .
Aurimi . o
Aurina e JAunna
Badce . |Wwake
Bagowre Bagowre
Bareri Bareri ] B
Basiem Basiecm
Bataf N
B2 — -
Beoga
Biai
Bilorai{Bilogai) - : .
Bime __IBime
Bin B0

Bomela

Doyobary
Duma
Faopoto
Lapomek

Faowt

Ioao
Gevarek
Guay
Haya o .
Hitadipa
Hiuluwon
Ibele
1llaga
Mu
llugwa
Iraol
wur

Ila :
Kago :

Kawy
Kamur

|Enarotali

[Kago

Bugalaga Bugataga
Burumes - Burumeso
Butiptin Butipuri
Buyuem . Buvuem
Dabra |abra

Dagai Dagas

Dagi

DanauBira _—

Da m Danime
Daufo. Daufo
Derapos . [|Derapes
Dimba . |Dimba

Dou |Pou.

|Povobaru

Duma

_Jzacpoto
 [Epomek
CHtelim,

limdomen

Epaman
Proyam
En

Faowi

Foao

JGoyarek

Guay.

fllaya

Hitadipa

JHulu Atas
[Huluwon
ibele
_|Maga

g
_{Bugwa,
Jfrotar
o

Hila

Raw
Kamur




NO.

NAMA UPT

KELAS

LOKASI KANTOR

WILAYAII KERJA

PROPINSI

NAMA BANDARA

LOKASI

Kanggime
Karubay
:l_\'uS()ng}\LjJa
Kaure
Kebo
K

Kiwi
Kiwirok

Kobakma
Kokonao

Kono

Kono

—{Kanggime
|Karubaga .
. onaweld
|Kaure
Kebo
JRegata

_|Korodesi

Kwerba
LakeHolmes
Lamditma_

Langda
Lereh
Lumo
Magoda
Makkr
Mamit
Manggelum
Mapanduma
Mararena
Mbuwa
Merem
Miro
Mina Wanam
Mindipt R
Mosez Kilangin .
Moanamani
Modio
Molof
Mopah

awagl

Munukania
Mutng,

Nalca

Nenei

Ninta

Nipsan

Numfor

Noiadi

Nongme .
Nop Golial Dekay
Obano
Obogwy
Okaba
Okbuh
OKlip
Oksibil

Omban

- |Lakeitlolmes
Lamditma_
{langda
lereh

Lumo

Mangoc

{5180

Mapand

Na

 [Madia
. Molot
. |Murauke
|Mudiay
.. {Muita .
_.|Munukania
~jMutin

.

Nenes
Ninta

Nipsan
Numfor

| Nowd:
Nongme

Yahokir
Obano

Okbab

JOKRp
‘Wamena (Oksibil)

Paga e o -..|Pagai
Pangema

Papasena .

Pasina_

Passavaley
Pelimo
Pchita

CJPebmo

Pelita

Obogwy
Merauke {Okaba)

_{Koropun_

Magoda
Makki
|Mamnt

lum
uma

Sarmi Jayapura
fMbuwa
Merem

no.o

) “()mbgvnm B

_|Minawanam
Merauke
Timika




STRUKTUR ORGANISASI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
KELAS UTAMA
BAGIAN
TATA USAHA
|
1 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN & UMUM &
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG
BIDANG
PELAYANAN DAN ) KEAMANAN
ANGKUTAN UD
PENGOPERASIAN : ?(EE ATIKUD A‘:&:EAN PENERBANGAN DAN
BANDAR UDARA . PELAYANAN DARURAT
| | | 1
SEKSI SEKSI
ASILITAS DAN SEKSI SEKSI KELAIKUDARAAN SEKSI SEKSI
F PELAYA‘IAQ PENGOPERASIAN ANGKUTAN DAN KEAMANAN PELAYANAN
BANDAR U‘D lRA BANDAR UDARA UDARA PENGOPERASIAN PENERBANGAN DARURAT
Al A PESAWAT UDARA
KELOMPOK 7 KELOMPOK
i INSPEKTUR £ - JABATAN it
i  PENERBANGAN f& HH  FUNGSIONAL
: R WILAYAH e it
&_




STRUKTUR ORGANISASI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA
KELAS I
BAGIAN
TATA USAHA
) 1
| B |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN & UMUM &
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG
PELAYANAN & KEAMANAN,
PENGOPERASIAN ANGKUTAN UDARA DAN
BANDAR UDARA KELATKUDARAAN
] |
| 1 | 1
SEKSI
SEKSI
SEKSI - ANGKUTAN UDARA,
FASILITAS DAN _ SEKSI , KEAMANAN KELAIKUDARAAN
) PENGOPERASIAN PENERBANGAN
PELAYANAN DAR U DAN PELAYANAN DAN
BANDAR UDARA BANDAR UDARA DARURAT PENGOPERASIAN
PESAWAT UDARA
KELOMPOK B KELOMPOK [
INSPEKTUR A JABATAN
PENERBANGAN . FUNGSIONAL
,,,,,,,,,,, WILAYAH gl

KERJA




STRUKTUR ORGANISASI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA
KELAS II
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SEKSI SEKSI
PELAYANAN DAN KEAMANAN,
PENGOPERASIAN ANGKUTAN UDARA DAN
BANDAR UDARA KELAIKUDARAAN
KELOMPOK o KELOMPOK
INSPEKTUR [ (A JABATAN i
PENERBANGAN  HH E FUNGSIONAL B
T xuuuxu:ﬂ””””””::;: WlLAYAH nthhnx?HiEEEEﬁ”EHH{“”HHH}_LU;“H--_
KERJA






